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BUPATI LtIUftI UTARA
PROVTNSI SIIIAWESI SELATAII

PERATT'RAIT BUPATI LTIWIJ UTARA
ITOMOR 27 ?AIIUS 2o!6

TDNTAITG

PEfT'ITJUK TEKNIS I(ABUPATEN MEilUJT'' I,AYAIT AI{AI(
DI DESAIT(ELURATTATT

DEIYGAN RAIIMAT TT'IIAIT YANG MAIIA ESA

Menimbang

BE PATT LIIWU UTARA,

bahwa anak merupakan generasi penerus dan
potensi bangsa, unhrk ittr perlu dilindungi da.n
dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh
dan berkembang dalam saftr lingkungan )'ang
layak;

bahwa Indonesia telah meratilikasi Konvensi Hak-
hak Anak melalui Keputursan Fresiden Nomor 36
Tahun 1990, berkewajiban untuk membuat
langkah-langkalr konkrit yang harus ditakukaq
oleh oranB trra, keluarga, bangsa dan l.[egara untuk
mempromosikarr, melindungi, memenuhi d.an
men€fronnati hak-hak anak;

bahwa untuk memudalrlran pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Layak Anak dan
memberikan acuan bagr Desa/Kelurahan dalam
mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak,
diperlukan Petunjuk'l'eknis Kabupaten Layak Anak
di Desa/Kelurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada hunrf a, hrrnrfb daq huruf c, perltr
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pehrnjuk
Teknis Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan;

Undang-Undang Nomor 13 Tatrtrn 1999 tentang
Pembenhrkan Kabupaten Daerah Tingkat [I Luwu
Utara (Lembaran Negara Reptrbiik Indonesia Tahun
1,999 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826l;

Undang-Undang Nomor' 39 Tahun Lggg tenr-ang
Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Repttblik

Mengfurgat

a.

b.

c.

d.

1.

2.
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Indonesia Tatrun L999 Nomor 165 tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2OL4 tbntang Desa, (Tambahan lemba-ran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubah beberapa kali. terakhir
dengan Undang-Undang Itomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undalg
Nomor 23 Tahtrn 2Ol"+ tentang Fernerintahan
Daerah (i.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2;Al5 Nomor 58, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor 3 Tahun 2OOg tentang Pedoman
Pelaksanaan Perlindungan Anak, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ?OLL Nomor 59);

Peratrrran Menteri Negara Pcmberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11
Tahun ?OLI tentang Kebijakan Pengembangan
Kabupaten /Kota l,ayak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20lt Nomor 168);

Peratrrran Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12
Tahun 2011 tentang Indikator l(abupaten/Kota
Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun zA11 Nomor 169);

Peratrrran Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor 13 Tahun 2OIl tentang
Panduan Pengembangan ts'abupaten/ Kota Layak
Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2OlL Nomor ITOI;

Peraturan Menteri Negara Pemberd.ayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14
Tahun 2OLL tentang Panduan Evaluasi
Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor LTIl;

Peraturan Menteri dalam t{egeri Nomor 114 Tahun
2OI4 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Benta
Negara Reptrbhk Indsnesia Tatrurr 2O1+ Nornor
zos+1;

11. Peraturan Menteri Desa, PembangUnan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Kew-enangan Lokal Berskala
Desa, (Berita Negara Reprrblik Indonesia Tahun
20i5 Nomor 158);
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Pasal 3

Dalam mengembangkan Desa/Kelurahan tayak Anak
hams mernperhatikan kebutrrhan, aspirasi, kepentingEul
terbaik bagi anak dan tidak diskriminasi terhadap anak.

Pasal 4

Pehrnjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan memuat tahapan
tentang pengembangan KLA yang meliputi :

a. Persiapan;
b. Perencanaan;
c. Pelaksanaar, dan
d. Pembinaan

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
meliputi :

a. Pengembalgan kesepakratan; darr
b. Pembentukan Tim Kerja atau Gugus T\egas di

Desa/Kelurahan

Pasal 6

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam P.asal 4
huruf b meliputi :

a. Pengumpulan data dasar anak dan inforrrrasi tentang
pennasalahan potensi anak;

b. Analisis situasi anak; dan
c- Pen5rususnan rencana aksi-

(2) Penyususnan rencana aksi sebagaimana dfunaksud
pada ayat (1) diintegrasikan dalam musyau'arah
pembangunan desa.

Pasal ?

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf c meliputi upaya yffig dilakut€u oleh anggota
Tim Kerja atau Gugus T\rgas Desa/Kelurahan l,ayak
Anak dalam melaksanakan kebijakan, program dan
kegiatan yang terrr-ruat dalam rencarra aksi.

Pssal I

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 4
hunrf d dapat benrpa koordinasi, fasilitasi, konsultasi, _--\
pemantauan, evaluasi dan pelaporan ,"ni"ttF+\,
pelaksanaan Desa/Kelurahan I"ayak Anak.

:r:n{$6,ijrin4iirm j n: r?tr/N
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(2) Pembinaaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)dilatrukan oleh Camat dan Kepala Desa sebagai
Pembina/Wakil Pembina Tim Kerja Gugus T\rgas.

PaEd 9

Dalam pengembanagan Desa/Kelurahan t ayak Anak
dapat melibatkan naasyarakat, termaksud anak, dan
ciunia usaha.

Pasal 1O

Dokumen Pehrnjuk Teknis KLA tercantrrrn dalam
lampiran yang menrpakan bagan tidak terpisahkan
Feratu:an Bupati ini.

Pasal 11

Pend.anaan dalam pelaksanaan Desa/Keturahan Layak
Anak dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah
Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah dan
tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pesal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlalnr pada tanggal
ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam berita Daerah l(abupaten Lrrwu
Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 9 A gus tus2ol6

Diundangkan di Masamba
Tanggal 1o Agustu€O16

,ARIS DAERAH I(ABUPATEN LUWU UTARA,

MAIIr.T'D

A DATRAII KABUPATEN LIIWU UTARA TAEITIN

Petunjuk Telmis Kobupcten Layak Anak di Desa/K.elurahan
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LAMPIRAN
PERATT'RAIY BUPATI LtrWT' UTARA
NOMOR TAIIUN 2CIT6
TEI{TAIYG
P TI'NJUK TTKINS KABUPATEil I,AYAI( AITAK DI DESA/KTLURAITAIT

BAB I

PENDAHI'LUAN

Sesuai dengan Undang-undang Nom<lr 35 Tahun 2OL4 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentarlg
Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah unhrk menjamin
terpenuhinya halr-halc anak a3ax dapat hidup, tlrrnbuh, berkenbang, dar,r
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera.

Berbagai pihak berkewajiban dan bertanggungiawab meniamin
pemenuhan hak-hak anak tersebut, mulai dari instihrsi terkecil yaitu
keluarga, masyarakat, pemerintah desa/ kelurahan, kecama.tan, pemerintah
kabupaten /kota.., pernerintah provinsi dan pernerintah.

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah disu.sun
kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), dan telah ditetapkan meialui
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Nomor 11 Tahun 2OIL tentang Kebiiakan Pengembang€rn
Kabupaten/Kota I"ayak Anak.

Landasan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak makin
dfperkuat dengan ditetapkannya Instnrksi ttresiden Nomor 1 Tahun 2:OLO

tentan g Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 20 I O .

Dalam perkembangannya sejumlah Kepala. Desa/Lurah termotivasi
untuk rnengembangkan desalkcfurahan layak anak I(arerra merelca
menyadari bahwa anak merupakan modal, investasi dan potensi yang akan
menjadi sumber daya pembangunan Desa/Kelurahan atau sumber daya
bangsa dan Negara Indonesia yang berkualitas apabila terpenuhi hak-
haknya dengan optimal.

Dengan terwujudny-a Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Luwu
IJtara akan memberikan kontribusi terwujudnya Kabupaten/Kota Layak
Anal; Provinsi I'ayajr Anak, lndonesia Laye-Jc Array+ dan sela4iutnya menjaqli
Dunia Layak Anak.

Agar pengembangan KLA di tingkat Desa/Kelurafran lebih berhasil
dalam mendukung terwtrjudnya Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Luwtr
Utara, maka perlu disusun Pehpjuk Teknis KL,A di Desa/Kelurahan.

Buku Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi aeuan bagi para
pihak dan stakeholder yang berperan dalam mengembangkan
Desa/Kelurahan Layak $nak di Desa Kelurahan.
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BAB II

ALASAN PERLIMYA DESA/ I{ELITRAIIAN
LIIYAI( AilAK DIWITJT'DITAfl

Terd'apat beberapa alasan mengapa Desa/Kelurahan Iayak Anak 'p.rl.,
diwujudkan, antara lain:

A. T'injauan Praktis

o Ano,k perlu dlper@nggungfautab an seaara, tndlr4.du dqn sosla!

Setiap anak yang dilahirkan harus dipertangung jawabkan. Secara
individu anak mempakan tanggung jawab keluarga atau orang tuanyadi dunia maupun di akhirat. Baik atau buruknya kualitas anak
ditentukan oleh orang tr.ta anak tersebut.

Namun d"rq+ kehidupan sosial, anak merupakan tanggungiawab
negara, melalui pemerintah, para pemimpin dan pemanglm kepentinga.n
(stakelwlders/ di bidang anak.

o Proporsl danJumla.h anak ttdork datrtat dtaballcqn

Jumlah anak kurang lebih sepertiga dari jumlah penduduk di
desalkelurahan, maka keberadaan anak tidak dapat AiaUait<an" Anak
perlu rnendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan hak-
hak mereka harus dipenuhi oleh orang tua. maupun oleh Negara. Aparat
desa/kelurahan bersama tokoh masyarakat dan pemerhati anak: di
desa/kelurahan, sesuai amanah undang-undang Nomor 3s Tahul
2OI4 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2OO2
tentang Perlindungan Anak wajib rnendengarkan suara atau aspirasi
anak sehingga kebutuhan dan kepentingan anak rnenjadi bagra4
penting dalam mennbangun desa/kelurahan Layak Anak"

o Perubalun stlcap dan pertbhl

Kemajuan pembangunan dan teknoiogi membawa perubahan sikap dan
perilaktr maqyarakat yarrg tidak selalu memihak kepada kepentingan
terbaik bagt anak dan juga tidak selalu ramah terhadap anak" Kondisi
ini mengganggu proses hrmbuh kembang anak, sehingga diperlukan
adanya tindakan pemihakan (afftrrnatiue actionsl terhadap anak untuk
utecrerillhi berbagai kehutrrhan dasar allak 'Tindakan tersebut perlu
dilakukan secara sadar, terencana, sistematis dan berkelanjutan.

o Desa,Icelurq.hgltt mentpalcotn ttngkttngoln terdekqt dengan olnork

Desa/Keluratran menrpakan lingkungan yang paling dekat dengan
komunitas anak-anak, sehingga keadaan Desa/Keluratran berpengaruh
langsung terhadap perlindungan, perhrmbuhan dan pmgrrru.ngutt
bakat serta minat anak. Desa/Keluratran yang Layak enat atarr
beryenganrh positif dalam menciptakan lingkungan yffrg layak bag-t
anak.
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B. Ti4iauan Rilosofis

4nak sgbagai amanah T\rhan yME harrs clipertanggungiawabkan, didunia dan di akhirat. Secara inclividu anak merrrpakan tanggung jawab
kedua orang hrarrya sedangkan sccara sosial atau kolektif anakmempakan tanggung jawab Negara unhrk mendapatkan p"*"tt.rfi.r-
hak-haknya, perlindungan dari tind.ak kekerajan da; didengar
aspirasinya

C. TinJauan Soslotogip

. Proporsi anak Indonesia kurang lebih sepertiga dari total penduduk' Indonesia, sehingga memerlukai perhatian, pirlakuan dan tindakan
khusus sesuai dengan harkat dan martab.t=iyu. sebagai anak. Anak
memiliki hak-hak az.asi yang tidak bisa diabaikan dalam proses
pembangunan dan kehidupan berbangsa dan bernega-ra

Desa/I(elurahan Layak Anak dirancang untuk menumbuhkan suasana
dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi
bagran tak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mul.ai aari
perencanaan, penganggaran, pennantauan dan evaluasi.

D. Tinjauan Antropologis

Pembahan peradaban manusia sebagai akibat dari pembangtrnan, yang
semula dimaksudkan sebagai upaya menata kehidupan mlniaal iebih
baik, realitasnya telah menciptakan pergeseran 1"1s nilai yang tidak
selalu positif dalam mendukung tumbuh kembang anak, mampun- dalam
menjaga kemurnian nilai budaya, adat istiadat dan agama yang telah
lama dipralrtikkan oleh semua penduduk.

Munculnya sikap permisif terhadap berbagai benhrk nilai sosial ban.
mengakibatkan melcnggarnya tata nitai lama, termasuk lunturnya rasa
nasionalisme, kejujuran, kepedulian sosial, kebersarnaan, gotong-royong,
penghargaan terhadap orang tua, dan lain-lain.
Desa/Kelurahan Layak Anak mengkondisikan lahirnya anak Ind.onesia
sejati, yang memiliki kepribadian Indonesia, menjunjung nilai-nilai
ag€rma, budaya bangsa dan adat istiadat yang luhur yang telah diasut
oleh leluhur bangsa Indonesia

E. Ti4iauan Sumberdaya

Anak adalatr embrio dan cikal bakal terbentuknya sumber daya manusia
yang handal, tangguh dan berkralitas. Kualitas sumber daya manusia
ditenttrkan oleh bagaimana lingkungan keluarga dan masyarakat
memperlakukan anak untrrk hrmbuh dan berkembang serta dilindungi-

Desa/Kelurahan Layak Anak menciptakan linglarngan yang kondusif
bagi ttrmbuh kembang anak secara maksimat clan benar sehingga kelak
anak-anak akan menjadi sunaber daya manusia yang berkualitas tinggi,
Anak-anak aka:r hrmbuh menjadi anak yang sehat, cerdas, ceria,
berakhlak mulia dan aktif berpartisipasi, serta cinta tanah air.

Membangun Negara dan membarrgun kerakter bangsa dimulai dari
anak-anak akan lebih efektif dibandingt<an dengan memulai dari orang
dewasa, karena sifat anak yang belum terkontaminasi nilai-nilai banrl
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Dilihat dari sisi waktu, anak masih memiliki peluang unhrk membangun
masa depan lebih lama atau lebih panjang dibandingkan dengan orang
dewasa.

Oleh karena ihr, diperlukan adarrya Desa/Kelurahan l-ayak Anak dalam
rangka mendukung perlindungan dan turnbuh kembang anak.
Desa/kelurahan mempakan sarana atau media persemaian bibit, cikal-
bakal atau embrio sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.

BAB III

PENGERTTAIT DESA/ KELURAHATS LAYAK ANA4

Anak adalah potensi, aset, dan investasi keluarga dan bangsa yang
harrrs dipenuhi hak-haknya agar berkualitas dan berrnanfaat bagi dirinya
sendiri maupun Caerahnya. Pihak yang paling bertanggungiawab dalam
pemenuhan hak anak adalah keluarga, lingkungan, masyarakat serta
pemerintah desa/kelurahan. Untuk mempercepat pencapaian pemenuhan
hak-hak anak, maka dikembangkan Desa/Kelurahan I.ayak Anak.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukurn yang memiliki batas
wilayah yang berwenang unhrk mengattrr dan mengtrrus urusafi
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yrrg diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan liegara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kelurahan adalatr suatrr wilayah yang d.itempati oleh
sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah
langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah
tangganya.

Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan d.esa/kelurahan
yang rnenyafi.rkan komitmen dan sumberda5'a pemerintah desalkelurahan,
masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan, dalam rangka:
menghorrnati, menjamin, dan memenuhi hak anak; melindungi anak dari
tindak kekerasa-rr, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi; dan mendengar
pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, rnelyeluruh darr
berkelanjutan.

Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari Kabupaten/Kota
Layak Anak dan selanjutnya Indonesia tayak Anak, sebagai salah satu
upaya percepatan implementasi Konvensi Hak-Hak Anak.

BAB TV

LI\TAR BELANANG PEITGEIIBANGAN
DESAIKTLITRAHAIY LrYAr( ANAK

Desa/Kelurah€rn merupakan ujung tombak Pernerintatr, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, antara l.ain:
1. pelaksarlaan kegiatan pemerintahan desa/ kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakatt
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan

Pearnjuk Tel<nis Kabupaten Layak Anak di Desa/Kelurahan
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5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Selain itu, Desa/Kelurahan mempunyai kewenangan dalam
menyelenggarakan urLrsan pemerintahan antara lain urusan w4;ib
perlindungan anak yang menjadi tanggungiawabnya, antara lain:

1. Mempercepat pemenuhan hak-hak anak, meliputi:

a. IIak Stpil dan Kebebaaan

Hak sipil dan kebebasan yang dimaksud di sini adalah pemenuhan

lt# ffiffiH"3:11T.:ffi", yans dapat cliwujucrkan dengan
semua anak mendapatkan af<A kehhiran sec€rra gratis.
Hak bebas mar5ratakan pendapat, yafrE dapat diwtrjudkan dengarr
memberikan n-lang bagi anak untuk mengemukakan penda.patn'va
(partisipasi).
Hak memperoleh informasi yang tepat.
Kemerdekaan berfrkir, berhati nurani dan beragama.
Kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berlcumpul dengan
damai.
Melindungi kehidupan pribadi.
Hak unhrk tidak disiksa atau cliperlakukan yang kejam, perlakuan
atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

b. Lingkungaa Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Anak berhak mendapatkan bimbingan orang hra.
Anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tua.
Penyatrran kembali dengart keluarga
Pemulihan pemeliharaan anak.
Anak berhak mendapatkan dukungan dari linglerngan.
Adopsi.

. [iffi]fTf;J:##fitfff*ffi* 
vans dilakukan

c. Kesehaten Dasar dan Kesejahteraan

Kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
Anak yang cacat fisik dan mental hendaknya merrikmati kehidupan
penuh kasih sayang dan layak.
Hak mendapatkan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
Jaminan sosial dan pelal'anan perawatan anak serta fasiiits.si.
Hak setiap anak atas tingkat kehidupan.

d. Pendidikan, Pemanfaatan Wahu Luang dan Keglatan Seni Budaya

Pendidik€rn, yang meliputi bimbingan dan pelatihan ketrampilan,
Pernanfaatan walrtu luang, kegiatan relseasi dan brrdaya (anak
berhak untuk beristirahat, bersantai dan bermain).

PetunjukTeknls Kabupaten Layak Anak di Dxa/Kelurahan Page L1



e. Perllndungan l(husus

- Anak dalam situasi da:rrrat (anak pengUngsian, situasi konllik
berhak mendapatkan perlindungan).

- Anak berhadapan dengan hulrum.
- Anak dalam situasi eksploitaei.
- Anak dari kalangan minoritas berhak unhrk mengakui dan

menikmati kehidupannya.

2. Setiap pengambilan keputrrsan dalam proses pengembangan
DesalKelurahan Layak Anak perlu memperhatikan suara dan aspirasi
anak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak

3. Desa/kelurahan merupakan iustinrsi pafing rendah yang lebih mengenali
permasalahan anak, sehingga dapat memberikan pemecahan secara tepat
dan cepat.

BAB V

MAKST'D DATT TUJ('A,I{ PENGEMBANGAIS
DESA/I(BLuRAHAil LAYAK AilAK

A. Maksud

Memotivasi dan menciorong terwurjudnya Desa/Keluratran Layak Anak,
yarrlg mampu mempromosikan, melindungt' memenuhi, dan menghonnati
hak-hak anak.

B. Tujuan

1. Meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan,
keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam
upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin
pemenuhan hak-h"k +tr^k,

2.Mernastikan dalarn pernbangunan desa/kelurahan memperhatikan
kebuhrhan, aspirasi, kepentingan terbaik bag anak dan tidak
dislcriminasi terhadap anak.

3. Menyatukan potensi dan realisaei sumberdaya manusia, surnberdaya
ala:rr, sumber t)a:ea, sara:ra, prasarana, metoda rlarr teknologi yang ad.a
pada pemerintahan desa/kelurahan, partisipasi masyarakat serta dunia
usaha yang ada di desa/kelurahan, dalam upaya rnemen'uhi hak-hak
anak.
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B.

BAB VI

LITNGI{A-I,AITGKA PEITGEMBAilGAIV
DESA/ KTI,URAIIAN I,AYAK AIIAK

Tahap Perslapaa

1. Penggatanga.n Kesepakatan para pemanglm Kepentingan Desa
/Kelurahan

Penggalangan kesepakatan dapat clilakukan melalui sosialisasi
kebijakan KI"A kepada seluruh pemangku kepentingan di desa
/kelurahan. Tujuan kegiatan sosialisasi adatah untuk-membangun
persepsi dan pemahaman tentang pengembangan Desa/Kelurahan
Ln.;:a!< .Analr a.ga:' sepakat dalam mengembangkan r)esa/Kelurahan
Layak Anak. Sosialisasi ini dapat dilakukan di balai pertemuan
desa/kelurahan, tcmpat ibadah, sekolah atau tempat lain yang layak.
Untuk sosialisasi, pemerintah desa dapat mengundang nara iunrber
r{nri Tler{an,/r)inas/Bagian/Kantor yang membidangi pemberdayaan
Perempuan dan Pedindungan Anak KabupatenfKota, Provinsi atau
pihak lain yang memahami KLA.

2. Pembentrrkan Tim Kerja/Gugus Ttrgas

Langkah kedua dalam pengernbangan Desa/Kelurahan Layak Anak
adalah pembentukan Tim Kerja atau Gugus T\rgas. Tim ini terdiri atas
aparat desa/kelurah€rn, pengurus RT/RW, gurll, tenaga kesehatan,
Tim Penggerak PKK desa/kelurahan, aparat keamanan, tokoh
pemuda, tokoh aclat, f-okoh perempuan, tokoh agama, dunia usaha
dan pe:srakilan anak, serta pihak lain yang dianggap perlu.

Tahap Pereneanaan

1. Mengumpulkan data dasar terpilah dnrr inf,ormasi tentang
permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan
pengembangan Desa/Kelurahan t ayak Anak, antara lain meliputi:

a. Jumlatr penduduk menurut jenis kela:rrin.
b. Jumlah anak atau penduduk usia dibawah

kelamin.
18 tahun menurut ienis

c. Jumlah anak atau penduduk usia dibawah 18 tahun menurut
kelornpok rlmur.
Kelompok u** ini bisa mengikuti pola yang dikembangkan Baclan
Pusat statistik atau bisa juga mengikuti kelompok urnur
berdasarkan usia sekolah, usia balita, sD, sMp dan sMA. pilihan
manapun ]'ang dipakai sejauh untuk mernudahkan desa/kelurahan
dapat diterima.

d. Mutasi penduduk, terutama mutasi anak, antara Iain meliputi:
- Anak yang masuk ke desa/kelurahan,
- Anak yang pindah atau keluar dari desa/kelurahan,
- Anak ymrg lahir,

Anat< yang meninggal, dll.
e. Jumlah anak menurut tingJcat pendidikan, arttara lain meliputi:

- PAUD,
- Taman Kanak-kanak,

::tr!v{:!'!irilr{q'ii:i:!:,ilil\1i':::ri}:r-f:-:.r,.s5sl:.{g.r-i..j;.9:lLt$r1!rr.}1'jiriijai:r*:,{r:.tji 
jia:.1j...1f1..r1!:r.i::
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c.

D.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, semua pemangtm kepentingan, sesuai pembagian trrgas
Tim Kerja atau Gugus T\rgas, melaksanakan semua kegiatan yang telah
disepakati dan telah tertuang dalarn renca-na aksi.

Tahap Pembftman

Pada tahap pernbinaan, beberapa kegiatan dapat dilakukan, antara lain
dalam bentuk: koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan tentang pelaksanaan Desa/Kel'urahan Layak Anak.
Kegiatan pada tahail pembinaan ini dilakukan oleh kepala desa atau
lurah sebagai pembina Tim Kerja atau Gugus T\.rgas.

Kegiatan pemantauan sebagai bagian dari tahap pernbinaan, dilakukan
untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi.
Adapun yang melakukan pernantauan adalah Kepala Desa/Lr.rrah
bersama aparat yang dihrgaskan untuk mel,aksana-ka:r pemantauan.

Hal-hal yang dipantau, antara lain: (a) cakupan-cakupan pemenuhan
hak-hak anak dan perlindungan anak; (b) kegiatan-kegiatan yang
termuat dalam rencara aksi; dan (c) permasalahan dan hambatan yang
timbul. Wakhr pemantauan, dilakuka:r secara berkala minimal setiap
tiga bulan sekali.

Sementara ittr, kegiatan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak luar
(pihak ketiga) unflrk menilai hasil kegiatan secara obyektif, yaitu untuk
mengetahui apakah terjadi peningkatan pemenuhan hak-hak anak di
desa/kelurahan.

Semua kegiatan dalarn rangka pelaksanaan Desa/Kelurahan Layak
Anak, perlu dilaporkan hasilnya oleh Kepala. Desa/Lurah yang beisi
program dan kegiatan yang mendukung pengembangan Desa/Kelurahan
t"ayak Anak. Pelaporan dilakukan secara. berkala, sesuai dengan
peraturan penrndang-undangan.
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BAB VII

BENTTIK KOIYKRIT IIEGIATAN PE,IIGEMBANGAIT
DESA/KELI'RAIIAN LITYAK AITAI( BERDASIARKAN

KEWENANGAIE SI(ALII I,OKAL DESA

A. Penenuhan hak-hak stpil den kebebasan

1. memastikar seluruh anak di. Desa/Kelurahan mEidapatkan akta '/' 
\

kelahiran.
2. Pembenfirkan Forum Anak di Tingkat Desa/Kelurahan
3. Pengad.aan mang dan perlengkapan beribadah

B. Liagkungaa keluarga dan pengasuhalr altematif

1. Bina Keluarga Balita.
2. Anak di luar asi:han keluarga mendapatkan asuhan alternatif.
3. Ketrampilan pengasuhan anak (parenting skill).
4. Pembenhrkan dan peiatihan Pernerhati Anak di Desa /Kehrraharr

C. Kesehatar dnsar dan kesejahteraao

1. Melaksanakan penyuluhan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan
Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

2. Meningkatkan cakupan imunisasi lengkap (BCG, DPT, tetanus, polio,
dan campak).

3. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun bagr anak usia 1-5
tahun.

4. Pemeriksaan ibu hamil.
5. Persalinan di sarana pelayanan kesehatan.
6. Penyelenggaraan pelayanan tumbuh kembang anak meialui Kartu

Menuju Sehat (KIvIS).
7. Pendidikan kesehatan reproduksi rernaja.
8. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes
9. Pengembangan tenaga Kesehatan Desa
10. Air Bersih berskala Desa
1 1. Sanitasi lingkungan
12. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui i

a. layanan gizi untuk balita
b. pemeriksaan ibu hamil
c. pemberian makanan tambahan
d. penyuluhan kesehatan
e. gerakan hidup bersih dan sehat
f. gerakan sehat untuk lanjut usia

13. Pembinaan dan pengawsar upaya kesehatan tradisional
14. Pemantauan dan pencegahan penyalagunaan narkotika dan zat

adilctif di Desa/ Kelurahan
15. Pengadaan jamban bagr masing-masing keluarga miskin

D. Peadldlkan, Penanfaatan lllaktu Luang dan Keglatan Seni Budaya

1. Pembenhrkan PAUD jalur non format bagi anak usia 4-6 tahun yang
belum terlayani pada PAUD jalur formal.
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